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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan sekalian alam yang senantiassa melimpahkan rahmat dan
karunia - Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa
tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW,
beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir
zaman. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasidan Usaha

Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20221-2026 ini

dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan dan sekaligus sebagai
pedoman pimpinan Perangkat Daerah berikut seluruh unsur pembantu pimpinan dan staf dalam
melaksanakan pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penyusunan Rancangan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang mengacu pada
Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu sebagai penjabaran Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang juga sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : B.355/BAPP/V.1/065.11/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang
membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Renstra
ini.

Demikian dan semoga Dokumen Rencana Strategis ini dengan Izin dan KehendakNya
dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan

yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah

ditetapkan.
No Nama Jabatan X
1 Hi Ismi Nurul Huda 5P, MM | Sekretaris %L
2 Samijan. SE Kabud Kelembagaan dan Pengawasan Koperas: \
s Asdian, SE Kabid Pemberdayaan Koperas:
4 Dianto Raharjo, SP MP Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro ] )|
5 EndriR Kasub Program Keu 724
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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah  diarahkan  untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan
pelayanan, Pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi
Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupeten Kabupaten
Kutai Kartanegara 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi
dan UKM disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta
tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kegil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah  dokumen Perencanaan teknis
operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memuat
tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi
Program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta
sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan perencanaan telah mempertimbangkan lingkungan
strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan
pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga mempertimbangkan
berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan terutama menyangkut berbagai isu

strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah,
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dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan
pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan
dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang
terarah, terpadu dan berkesinambungan
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan
sebagai berikut :
Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

yejupewey

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Kutai Kartanegara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran
Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru

2




1.2

terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam
RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan

fungsi serta kewenangan OPD. Serta pedoman dalam penyusunan
Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan :

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat H di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4483);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700);




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 fentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);




17.

18.

18.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2);

Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);




28.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD}
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama
atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD} Tahun
2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021
Tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026:
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang
Pemberdayaan Koperasi;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor
B.355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang




1.3.

1.4.

Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026;

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai arah

kebijakan sekaligus Pedoman umum dalam melaksanakan Program dan

Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan

fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai

Kartanegara;

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Penganggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam
rangka menilai kinerja organisasi;

3. Pedoman Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pencapaian tujuan organisasi;

4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme  pengukuran
danmenyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB| PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas Fungsi Renstra Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara serta alasan
dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, landasan hukum dan



BAB I

BAB I

maksud serta tujuan Penyusunan Perubahan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi khususnya dibidang Koperasi dan
Usaha Kecil menengah dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL KABUPATEN KUTAI KARTAENGARA

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran
Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara, apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan
Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai yang terkait dengan visi,
misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan di Dinas Dinas Koperasi dan Usaha kecit menengah
Kabupaten Kutai dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-
faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan

isu strategis pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai.




Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
pada Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian
Koperasi ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UMKM provinsi
Kalimantan Timur.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari implikasi RTRW

Kementrian Koperasi serta Disperindagkop dan UMKM Provinsi
Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun
mendatang (tahun 2021-2026).

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang {tahun 2021-2026).

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatanserta
penetapan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

BAB VIl KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Koperasi dan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun 2021-
2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB Vill PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN




BAB i

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;

2.1.1. Tugas dan fungsi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Qrganisasi, tugas dan fungsi serta Tala Kerja pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi :
1} Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2)  Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3)  Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;

4)  Pelaksanaan adminsitrasi Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9)  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Susunan Organisasi

a. KepalaDinas

b. Sekretariat terdin dari :
1. Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
2. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan

¢. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperast terdiri dari :
1. Seksi Organisasi
2. Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan, dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi,
2. Seksi Pengembangan dan Perfindungan Koperasi dan
3. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam;

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdin dari :

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
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2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
3. Seksi Kewirausahaan

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
| 213 Tata Kerja Organisasi

1. Tata Kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi :
a. Memimpin, merencanakan mengkoordinasikan, membina, mengendalikan

dan mengawasi kegiatan Dinas,
Merumuskan kebijakan teknis Dinas,
Merumuskan rencana Program Dinas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Dinas,
Merumuskan kebijakan administrasi Dinas,

-~ ® a o o

Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

Dinas,

g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

h.  Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan nyusunan LKPD setiap akhir
tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i.  Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan {SP),
SOP dan SPM urusan Kepala Dinas; dan

j.  Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

|
2. TataKerja Sekretariat terdiri dari :
a. Tata Kerja Sekretaris meliputi :
1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan sekretariat
dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas

3. Mengkoordinasikan membina, mengendalikan dan mengawasai kegiatan
} dilingkungan Dinas yang meliputi Perencanaan,anggaran,pembinaan dan
| pengembangan kepegawaian;
; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi
| ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi

perkanforan, pengadaan barangfjasa, pemeliharaan, keamanan,
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kebersihan, keprotokolan, dan fransportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku;
Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Govemment, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona
integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan
organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS {Whistle
blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey
index kepuasan masyarakat, survey intemal organisasi, survey index nilai
persepsi korupsi;

Mengkoordinasikan  pelaksanaan  Sistem  Informasi  Manajeman
Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan
Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Pefjanjian Kinerja dan LP2P;
Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja), SPIP(Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA,
RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD,

Mengkoordinasikan  kefengkapan surat permintaan pembayaran
(SPP),dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan
keuangan dan perhitungan anggaran,verifikasi pengelolaan keuangan,
Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi  kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gajt
berkala, buku kendalipensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN,
TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN danfatau LHKASN,
Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beraku,

. Mengkoordinasikan  pelaksanaan administrasi dan  pengelolaan

pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas,

. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan
diingkungan Dinas,

. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Atasan.
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b. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian meliputi :

1.
2.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengusulkan pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi
menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan,
menyimpan, mengiventarisasi Barang Millk Daerah (BMD), memelihara
barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;

merencanakan pelaksanaan E-Govemment, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Peranjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan Perangkat Daerah, Pengembangan inovasi
Perangkat Daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan,
penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan
Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan,
survey index kepuasan masyarakat, survey intemnal organisasi dan survey
index nilai persepsi korupsi;

merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat
buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku
kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja
Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat,
usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,
KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian
Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

merencanakan pelaksanaan Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian,
Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja, Kompilasi Pefjanjian Kinerja dan LP2P,

melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi,
perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang
dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
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10.

1.

transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan wurusan Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

meliputi :

1.
2.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasii kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LK]IP dan
LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
merencanakan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP),
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA,
LKPJ, LPPD dan LKPD;

menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan
keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan
Program dan Keuangan; dan
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3.

10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Tata kerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri

dari :

a)

b)

Y

a.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;
mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kelembagaan
Koperasi meliputi Organisasi, Tatalaksana dan Keanggotaan dan
Pengawasan dan Pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang Organisasi dan
Perizinan,  Tatalaksana dan Keanggotaan dan Pengawasan dan
Pemeriksaan;
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan
perkoperasian, perizinan koperasi, pembentukan, perubahan dan
pembubaran koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi/KSP/USP-
Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM};
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja
koperasi, Penilaian  kesehatan  KSPAUSP-Koperasi,  pengusulan
kabupaten/tokoh penggerak koperasi dan pemeringkatan koperasi,
pendataan dan sistern informasi data perkoperasian;
mengkoordinasikan  perencanaan dan  pelaksanaan  pembinaan,
pendampingan, bimbingan teknis perkoperasian dan anggota koperasi,
peran serta masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan koperasi
advokasi, fasilitasi lembaga pilar-pilar pembangunan koperasi, pembinaan
kelembagaan dan penerapan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan
undangan yang berlaku;
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan
SPM urusan Kelembagaan Koperasi;
mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kelembagaan Koperasi; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
Seksi Organisasi meliputi :
1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;
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menyusun rencana kegiatan urusan Organisasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan, memfasifitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta
pembubaran koperasi, pendataan dan system informasi data
perkoperasian, perizinan usaha simpan pinjam;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyuluhan perkoperasian, bimbingan teknis perkoperasian,
fasilitasi lembaga pilar-pilar pembangunan koperasi;

merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengesahan akle
pendirian koperasi dan akte perubahan anggaran dasar koperasi dalam
wilayah Kabupaten;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Organisasi;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Organisasi; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh atasan.

. Tata Kerja Kepala Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan meliputi :

a)

b)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Tatalaksana dan Keanggotaan
koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi
Koperasi, pembinaan kelembagaan dan penerapan sanksi hukum;
merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan pembinaan dan pendampingan teknis penyusunan pembukuan,
laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dan

bimbingan keanggotaan koperasi;
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

urusan Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi,




9)

h)

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Tatalaksana dan Keanggotaan
koperasi;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan cleh atasan.

. Tata Kerja Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan yang meliputi :

a)

b)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menitai hasil
kerja bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan dibidang Pengawasan dan
Pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan
usaha dan jaringan usaha koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan penilaian koperasi dan kesehatan KSP/USP-
Koperasi, pengusulan kabupaten/ftokoh penggerak koperasi dan
pemeringkatan koperasi;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pendampingan/advokasi koperasi berkaitan dengan
masalah hukum dan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat
merencanakan kegiatan peningkatan peran koperasi dan masyarakat
guna memperkuat struktur perekonomian;

merencanakan dan menyiapkan bahan Pefjanjian Kinerja SOP dan SPM
urusan Pengawasan dan Pemeriksaan;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Pengawasan dan Pemerksaan;
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pengawasan dan Pemeriksaan; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh atasan.
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4. Tata Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
terdiri dari :

a)

b)

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan
dan Pengembangan Koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi,
pengembangan dan perlindungan koperasi dan permodalan dan simpan
pinjam sebagai pedoman pelaksanaan fugas;

mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi usaha
koperasi, pengembangan dan periindungan koperasi dan pemodalan dan
simpan pinjam;

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan deversifikasi
usaha, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi  koperasi,
mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar
negeri, kemitraan usaha antar koperasi, koperasi dan badan usaha lainnya,
sarana dan prasarana usaha koperasi dan revitalisasi usaha koperasi;
mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan
koperasi, dukungan dan kemudahan dibidang iklim usaha yang kondusif
bagi koperasi;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan
SPM urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

a. Tatakerja Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi meliputi :

a)

b)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan fasilitasi usaha koperasi Koperasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan deversifikasi usaha koperasi pembinaan pengelolaan
pasar oleh koperasi, revitalisasi usaha koperasi, sarana dan prasarana
usaha koperasi,

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pembinaan teknis pengelolaan usaha koperasi;
merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pembinaan Unit Usaha Otonom (UUQ) Koperasi,
Tempat Pelayanan Usaha Koperasi (TPK);

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Fasilitasi Usaha Koperasi;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Fasilitasi Usaha Koperasi;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi
Usaha Koperasi; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh atasan.

b. Tata Kerja Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi meliputi:

a)

b)

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan,

menyusun fencana kegiatan urusan Pengembangan dan Perlindungan
Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan kemitraan usaha antar koperasi, koperasi dan badan
usaha lainnya, mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di
dalam dan luar negen;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pembinaan produk unggulan koperasi, penguatan dan
perlindungan koperasi;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan perlindungan koperasi, dukungan dan kemudahan
dibidang iklim usaha yang kondusif bagi koperasi

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM

urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
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0) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;

h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pengembangan dan Perindungan Koperasi,

[) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh atasan;

c. Tata Kerja Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam meliputi :

a)

b)

d)

9

h)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Permodalan dan Simpan Pinjam sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan mengembangkan perluasan akses perkuatan
pembiayaan/permodalan bagi koperasi, administrasi tehnis permodalan dan
simpan pinjam;

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan pembinaan, pengendalian usaha simpan pinjam oleh koperasi
simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam kaperasi (USP-Kop):;
merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan pendataan usaha simpan pinjam oleh koperasi, lembaga
Pengembangan dana bergulir, dan lembaga Perbankan/BUMN/BUMD/CSR;
merencanakan dan menyiapkan bahan Perfjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Permodalan dan Simpan Pinjam;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Permodalan dan Simpan Pinjam;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Permodalan
dan Simpan Pinjam; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

5. Tata Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :

a)

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja

bawahan;
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d)

i

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan
Usaha Mikro meliputi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan Usaha mikro dan
Kewirausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro meliputi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan Usaha mikro dan
Kewirausahaan;

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan memfasilitasi
pemberdayaan mikro melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan,
akses permodalan, pendataan wirausaha baru, informasi dan kesmpatan
usaha, sarana dan prasarana usaha mikro;

mengkoorinasikan dan memafasilitasi pengembangan usaha mikro melaui
peningkatan kualitas permodalan, promosi, kemitraan usaha dan penguasaan
teknologi produksi dan pengolahan serta diversifikasi produk;
mengkoordinasikan dan memfasifitasi pengembangan SDM pelaku usaha
mikro, pemberdayaan dan perindungan usaha mikro, mempromosikan akses
pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, penciptaan wirausaha
baru dan pendataan izin usaha mikro kecil ([UMK);

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha
kecil dan pengembangan kewirausahaan,

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro meliputi :

a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b) menyusun rencana kegiatan urusan Fagilitasi usaha mikro sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c¢) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan administrasi teknis, pendataan dan menganalisis data izin
usaha mikro kecil ({lUMK), kemudahan perizinan {P-IRT, perpajakan) akses
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d)

g)

h)

pemodalan (pemerintah, pérbankan dan non perbankan) pendataan
wirausaha baru (WUB dan UMKM);

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan akses pasar (informasi pasar) bagi produk usaha mikro di
dalam dan luar negen, sarana dan prasarana usaha mikro;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Fasilitasi Usaha Mikro;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Fasilitasi usaha mikro;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Usaha
Mikro; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

b. Tata Kerja Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi :

a)

b)

d)

g)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan,;

menyusun rencana kegiatan urusan Seksi Pengembangan dan
Perlindungan Usaha Mikro sebagai pedoman pelaksanaan iugas;
merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro,
peniongkatan kualitas legalitas usaha (sertifikasi halal, izin edar BPOM,
HAKI dan SNI);

merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan kegiatan promosi dalam dan luat negeri, kemitraan dan
perindungan usaha, penguasaan teknologi produksi dan pengolahan,
kemasan serta diversifikasi produk, dan fasilitasi pembiayaan/perkuatan
permodalan usaha mikro;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja SOP dan SPM
urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro,

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitomg dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;dan
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h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan fugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

c. TataKerja Kepala Seksi Kewirausahaan meliputi:

a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b) menyusun rencana kegiatan urusan Kewirausahaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pengembangan SDM pelaku usaha mikro, penciptaan
wirausaha baru, perkuatan kelembagan, dan inovasi pelayanan informasi;

d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
bahan penyusunan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan Pengembangan
kewirausahaan;

e) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Kewirausahaan;

f) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan kewirausahaan;

g) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Kewirausahaan; dan

h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

6. Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan
ketentuan yang beraku
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
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Seksi
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2.2 SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel II. 1
Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No Status BIDANG
Kepegawaian [“geyretaniat | Kelembagaan & | Pemberday | Pemberd | JFT | Jumiah
Pengawasan aan & ayaan
Koperasi Pengemba Usaha
ngan Mikro
Koperasi
1 2 3 4 5 6 7 8
ASN 23 17 20 16 0 76
THL 16 15 2 2 0 35
Jumlah Perbidang 39 39 32 22 18 111
ASN
Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
No Jenjang Pegawai Negeri Sipit (PNS) JUmML
Pendidikan AH
Golongan IV Golongan i} Golongan |l Golongan | PNS
a b ¢c d a b ¢ d a b c d abc d
1 53 0
2 $2 6 2 1 1 10
3 S 2 1 4 §5 17 29
4 Diploma 0
5 SDISLTP/SLT 1 1 23 N 1 37
A
Jumlah 8§ 2 1 0 0 4 6 18 1 1 22 11 0606 0 1t 76
Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Tabel ll. 3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) JUMLAH
No Data Golongan IV Golongan lil Golongan li Golongan | PNS
ajb|c|d bl ¢ d ja|[b| ¢ d |ajbtic
1 s |8l2f1]0fo a6 |i]1)1]23] 1 0o]o|1]|7
114 28 38 1 76 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian




Tabel ll. 4
Data Pejabat Struktural yang Memunuhi

Persyaratan Diklat PIM

ESSELON
NO KUAIJ_FIKASI DFKLAT PIM b | ma b | Na JUMLAH
1 | Sudah Diklat PIM 1 1 3 7 12
2 Lulus Tes - - - - 0
3 | Belum Tes - - - 4 y)
JUMLAH 1 1 3 11 16 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel IL. 5
Kondisi Sarana Kerja s/d Desember 2020

NO SARANA KERJA o JUMLAH KONDISI
[ | Tanah
1 I Tanah Bangunan kantor Pemerintah 1 Unit Baik
Il | Gedung dan Bangunan
1 | Gedung Bangunan Kantor Permanen 1 Unit Baik
2 | Gedung Bangunan Kantor Lalnnya 1 Unit Baik
NI | Jalan,irigasi dan Jaringan
1 | Jaringan Distribusi Tegangan Tinggi Diatas 20 KVA 1 Unit Baik
2 | Jaringan Distribusi lain-lain 1  Unit Baik
3 | Jaringan Distribusi lain-lain 1  Unit Baik
IV | Peralatan dan mesin
a | Alat —alat besar: 2  Unit
1 | Portable Generating Set 1  Unit Baik
2 | Stationary Generating Set 1  Unit | Rusak Berat
b | Komputer
1 | Mini Komputer (Server) 1  Unit Baik
2 | P.CUnit 38 Unit Baik
3 | LapTop 10  Unit Baik
4 | Note Book 17 Unit Baik
5 | Personal Komputer Lainnya 1  Unit Baik
6 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 43  Unit Baik
7 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 6 Unit Baik
8 | Peralatan Jaringan Lainnya 8 Unit Baik
9 | Mainframe (Komputer Jaringan) 1 Unit | Rusak Berat
10 | P.CUnit 9  Unit | Rusak Berat
11 | Lap Top 10 Unit | Rusak Berat
12 | Note Book 16  Unit | Rusak Berat
13 | Hard Disk 2 Unit | Rusak Berat
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14 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 32 Unit | Rusak Berat
15 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 Unit | Rusak Berat
16 | Perafatan Personal Komputer lainnya 2 Unit | Rusak Berat
ALAT KESELAMATAN KERJA
1 I Tenda 8  Unit | Rusak Berat
Alat-alat angkutan :
1 | Station Wagon 4  Unit Baik
2 | Sepeda Motor 20 Unit Baik
3 | Gerobak Dorong 7  Unit Baik
4 | Gerobak Daorong 3 Unit | Rusak Berat
Alat Bengkel dan alat Ukur :
1 | Scanner {Universal Tester) 3 Unit Baik
Alat Pertanian
1 | Rak-Rak Penyimpanan 3  Unit Baik
2 | Lemari Penyimpanan 3  Unit Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga (B)
1 | Mesin Penghitung Uang 1 Unit Baik
2 | Lemari Besi 15  Unit Baik
3 | Lemari Kayu 15  Unit Baik
4 | Rak Besi 22  Unit Baik
5 | Filling Cabinet Besi 35 Unit Baik
6 | Filling Cabinet Kayu 13 Unit Baik
7 | Brandkas 3  Unit Baik
8 | Lemari Kaca 21  Unit Baik
9 | Lemari makan 1  Unit Baik
10 | White Board 2  Unit Baik
11 | Alat penghancur Kertas 15 Unit Baik
12 | Mesin Absensi 2 Unit Baik
13 | Meja Rapat 20  Unit Baik
14 | Meja Resepsionis 1 Unit Baik
15 | Meja Tambahan 7  Unit Baik
16 | Meja Biro 64  Unit Baik
17 | Kursi rapat 39 Unit Baik
18 | Kursi Tamu 9 Unit Baik
19 | Kursi Putar 28 Unit Baik
20 | Kursi Biasa 28 Unit Baik
21 | Kursi Lipat 162 Unit Baik
22 | Meja Komputer 2 Unit Baik
23 | Partisi 20  Unit Baik
24 | Sofa 8 Unit Baik
25 | Lemari Es 5 Unit Baik
26 | A.CWindow 20  Unit Baik
27 | A.CSplit 1 Unit Baik
28 | Alat Dapur Lainnya 25 Unit Baik
29 | Televisi 8 Unit Baik
30 | Loudspeaker 2  Unit Baik
31 | Sound System 9  Unit Baik
32 | Wireless 2 Unit Baik
27



33 | Unit Power Supply 9 Unit Baik
34 | Camera Film 3 Unit Baik
35 | Gorden / Kray 91 Unit Baik
36 | Alat Rumah Tangga Lainlain (Teralis) 100 Unit Baik
37 | Meja Kerja Pejabat esselon Il 1 Unit Baik
38 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain 4  Unit Baik
39 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 10  Unit Baik
40 | Kursi Kerja ejabat Esselon IV 3 Unit Baik
41 | Meja Kerja 21 Unit Baik
42 | Kursi Kerja Pejabat lainnya 16  Unit Baik
43 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan 5 Unit Baik
44 | Ltemari Buku Untuk Arsip Dinamis 2  Unit Baik
45 | Buffet Kaca 1 Unit Baik
h | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (B} :
1 | Audio Monitor Active 2  Unit Baik
2 | Microphone/Wireless Mic 2  Unit Baik
3 | Microphone/Boom Stand 2 Unit Baik
4 | Professional Sound System 24 Unit Baik
5 | Uninteruptible Power Suply (UPS) 1  Unit Baik
6 | Camera Electronic 8 Unit Baik
7 | Slide Projektor 4  Unit Baik
8 | Mixer PVC 2 Unit Baik
9 | Pesawat Telephone 1 Unit Baik
10 | Facsimle 1  Unit Baik
|11 | Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst) 2 Unit Baik
12 | Unit Tranceiver Ssb Portable 1 Unit Baik
13 | Wireless Amplifier 2 Unit Baik
14 | Switcher Manual 1 Unit Baik
i | Alat Laboratorium

1 | Meja Kerja 2 Unit Baik
2 | Uninteruptible Power Suply (UPS) 3 Unit Baik

Sumber : Bagian Umum, Ketalalaksanaan dan Kepegawaian




2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara mempunyai bidang-bidang yang mendukung dalam
pelaksanaan tugas dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara demi meningkatkan perekonomian
daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambaran pelayanan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing
bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara termuat dalam tabel T-C.23 dan Tabe! T-C.24.
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Tabel 2.3 (TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

sPm/ Target Renstra-PD Realisasi Capalan Rasio Capalan pada Tahun Ke-
NO Indikator Kinerja Standar | IKK
nasional 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 20m
-1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -9 -11 -12 -13 -14 -15
1 E:ee"r':;‘ Akuntabilitas Kinerja Perangkat 77,79% | 79,76% | 85,85% | 86,36% | 85,86% | nfa | n/a . - |ssee%| na n/a . .
g:’r‘f:::;fﬂa““a" Administrasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1200% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% 97%
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran
Dalam Xondlsi Balk 80% 80% 80% 80% 80% 81% B1% 81% Bl% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Penurunan pelanggaran disiplin 2% 2% 2% 2% 2% 3% % 2% 2% 0% 96% 100% 97% 100%
Rata-Rata Nilai Kinerja SKP B4% B84% Ba% 84% B4% B5% 83% B84% 84% B4% 101% 100% 100% 100%
Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 80% BO% BO% 80% 80% 80% BO% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%
Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 100% 100% 100% 100% 160% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2} Pertumbuhan UMKM Wirausaha Bary nfa nfa 280 300 500 nfa nfa 171 290 500 nfa nfa 61,07 96,67
s:;x;t';ffi:t':: S:n'::j?:l';'::a‘u':;ﬂ:l:::f 200 | 300| 500! n/a nfa 171 | 290 500 n/a n/a 61,07 | 9667
3 Persentase Koperasi Aktif 81,13% | 81,23% | 81,33% | 81,43% | B1,53% { 77,13% | 81,30% | 81,85% | 82,11% | 81,53% | 95,07% [ 100,09% | 100,64% | 100,84%
Kaperasi Melakukan RAT 28,50% | 29,20% | 30,50% | 31,00% | 31,50% 1 28,50% | 29,20% | 30,50% | 31,00% | 31,50% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 98,41%
Cakupan Bina Koperas! nfa 2,89% 3,13% 3.64% 5,26% nfa 2,89% 3,13% 3,64% 5,26% nfa 100,00% | 100,00% | 100,00%
4 | Persentase UMKM yang Nalk Kelas 233% | 2,88% | 3,06% | 3,28% | 3,60% | 2,90% | 2,88% | 297% | 3,23% | 3,60% | 100,00% | 100,00% | 97,06% | 9848%
Perturnbuhan Omzet Usaha Mikro 2,33% 2,84% 3,06% 3,28% 3,60% 2,89% 2,84% 2,97% 3,23% 3,60% | 100,00% | 100,00% | 97,06% 83,72%
Pertumbuhan Aset Usaha Mikro 2,33% 2,84% 3,06% 3,28% 3,60% 2,89% 2,84% 2,97% 3,23% 3,60% 1 100,00% | 100,00% | 97,06% 89,72%
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Tabel 2.4 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017- 2021

URAIAN

Terget Renstra Peranghat Daerah Tabun Ke-

Realisasi Capalan Renstra Perangkat Daerah Teahun Ke-

Raafo Capaian Tahun

Rata-Ratwn
Partumbuba
2017 2018 2019 2020 2021 . 2017 2018 2019 2020 - 2021 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 23031 o m‘l"
Realisas
1 2 3 4 L} [} T 8 9 10 11 17 18 13 20 4t
Program Pelayanan 1,00 1,00 0,54 091 032
Admlinistrasi Perkantoran | 839.936.526 1.284.975.623 1.8544.077 820 1.682.632.T20 1.652.201.823 839.836.528 1264975623 | 1.292.771.273 | 1.637.813.604 594.047.084 0,23 0,03
Program Peningkatan 1,00 1,00 0,85 1,43 021
Sarana dan Prasarana 45.580.000 292422100 1.016.397.000 365.170.000 388.170.000 45.650.0¢0 292423400 888.278.105 510.407.190 73.685.770 1,78 1,43
Aparatur
Program peninghatan - - - - . - 0,50
disiplin aparatur 90.000.000 - 99.226.000 80.718.800 010 .
Program peninghatan - . 100 062 085 015
pengembangan sistem $7.784.900 441,783,388 727.063.000 727.083.000 97.789.900 274.130.137 469.427.663 111.458,099 1,04 0,44
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program Pengembangan . . . - 0,39 0,28 0,05
Usaha Mikro Masyarakat 280.000.000 700.000.000 760.000.000 97.420.000 196.486.400 40.918.100 047 0,05
Miskin Preduktif
Program Paningkatan 1.00 072 0,7% 0,03
Kuelitas Kelembagaan 271.870.050 - 1.279.495.768 890.000.000 890.600.000 271.870.050 - 922.437.900 701.410.917 24.600.000 {0,08) | (0,66
Koperasi )
Program Pengembangan - 1,00 1,00 0,84 044
Sistem Pendukung Usaha 75.000.000 206.962.000 843.815.000 1.118.000.000 1.098.208.087 75.000.000 206.982.000 708.756.164 494.820.000 129 0.72
Bagi Usaha Mikro Kecii
Manangah
Program Pengembangan - 1,00 087 028
Kewirausahaan dan 208.402.000 . 346.500.000 1.077.810.000 777.810,000 208.402.000 - 303833191 311.564.750 020 {0.49
Keunggulan Kompetitif )
Usaha Kecil Menengahi
1.441.598.576 1.862.170.623 5.915.068.664 6.650.695.720 6.650.695.720 1.441.598.576 1.862.170.623 4.612.570.570 4.283.917.794 $44.606,053 1,00 1,00 o782 084 0.65 0,22
s L
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o Perkembangan Koperasi

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dilihat pada
Tabel berikut ini :

Gambar 2.13
Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai
Kartanegara

Persentasi Koperasi Aktif

w | I | l " '

300 |
100 !

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
mKoperasiAktif | 444 | 480 | 493 | 506 | 487 | sos | s14 | |
'mKoperasi | 588 | 603 | 642 | 656 | 599 | 617 A 626 |
' % Koperasi Aktif | 75,51% | 79,60% | 76,79% | 77,13% | 81,30% | 81,85%  82,11% |

700

Jumlah Koperasi

Gambar 2.14

Perkembangan Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi Baru dan RAT sampai
dengan Tahun 2020

I
' JUMLAH TDK
| i KECAMATAN KOPERAS! | AKTIF | AKTIF | BEKU = RAT
|
' 1 | TABANG 24 23 1 : 5
2 | KEMBANG JANGGUT 33 33 . - 9
3 | KENOHAN 15 14 1 3
4 | MUARA WIS 5 4 1 2
5 KOTA BANGUN 22 21 1 - 3
6 | MUARA KAMAN 48 44 A | - 9 |
7 | MUARA MUNTAI 19 17 2 1 2
8 | SEBULU 41 34 7 4
| 9 TENGGARONG 127 105 22 9 N
| 10 | TENGGARONG SEBERANG 33 27 0 3|
11 | LOA KULU 45 40 5 - 8
12 LOA JANAN 35 26 9 E 2
13 | SANGA SANGA 29 14 15 - :
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14 | MUARA JAWA 29 24 5 - 5
15 | SAMBOJA 47 36 11 - 3
16 | ANGGANA 21 17 4 - 4
17 | MUARA BADAK 33 25 8 - 4
18 | MARANGKAYU 20 10 10 - 2
JUMLAH 626 514 112 1 77
Gambar 2.15
Perkembangan SHU, Aset dan Anggota Koperasi
SHU Koperasi
10.000.000
9.800.000
9.600.000
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Gambar 2.16
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Gambar 2.17
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Gambar 2.18
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Gambar 2.19
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o UMKM Naik Kelas

Gambar 2.20
UMKM Naik Kelas
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Gambar 2.21
Perkembangan UMKM Sampai dengan 2015-2020

CTAHUN = UMK | WUB  NAK = JUMLAH
| KELAS
MKRO | KECIL

25 [ w786 | 85| 0 [ 0 | 38 |
o6 Taerd T T ST 0 ] 132 | 38631 |
2017 | 37680 | 1125 | 174 168 38,805

| 2018 | 5737 | 1620 | 18561 | 504 | 57366

2019 | 5213 | 172 | 569 | 93 | 5793%

L2020 [ 563 | 1882 | 20 | 160 | 5825

Perkembangan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Kutai Kartanegara dari
2015-2020 bisa dilihat pada Tabel berikut ini :
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan

bahwa arah kebijakan terhadap Koperasi dan UMKM adalah peningkatan daya saing

KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala

yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasioanl, dan untuk

mewujudkan hal tersebut akan menghadapi tantangan sekaligus sebagai peluang

Maka Tantangan dan peluang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang

tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Tantangan dan Peluang

TANTANGAN

< Tingkat kepercayaan masyarakat
pada Koperasi dan Usaha Mikro

dan kecepatan pelayanan
Perizinan Koperasi dan Usaha
Mikro.

PELUANG

<+ Semakin terbukanya bentuk

ljenis usaha di masyarakat
sehingga memerlua
pendampingan usaha yang
berkesinambungan;

% Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
menjadi Pilihan yang tepat untuk
meningkatkan Pendapatan
masyarakat;

Telah terjadi hubungan yang
saling membutuhkan antara
masyarakat dan Perangkat
Daerah sehingga Peluang
meselaraskan Program dan
Kegiatan Usaha Masyarakat;

< Kreafitas dan Inovasi bentuk
usaha masyarakat  semakin
beragam dan perlur adanya
bimbingan teknis menjadi
wirausaha baru;

.
Lo

Kemudahaan untuk
memperoleh sarana dan
prasarana usaha sehinggan
peluang usaha semakin terbuka
di masyarakat;
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BAB Il

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN UKM
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
Identifikasi Permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel l11.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Perangkat Daerah

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 Keberadaan Koperasi | Kapasitas dan | SDM dan Kompetensi Pengelola
Masih Belum Dirasakan | Kompetensi SDM | Koperasi masih rendah;
Manfaatnya oleh Koperasi Masih belum Pengurus belum memahami
Masyarakat memadai dalam

manajemen koperasi,
Pengawas belum memahami
teknis pengawasan,

Belum adanya Sistem
Pengkaderan Koperasi;

Usaha vyang dikelola | Terbatasnya Akses, Jaringan
Koperasi dan belum | Pemasaran dan informasi Bagi

mengelola Koperasi

sesuai dengan | Koperasi di Kutai Kartanegara
Sauutuswn SrQQcia osn Koperasi belum memanfaatkan
Masyarakat dan : e
. | Teknologi Informasi, Digitalisasi
Pengelola Koperasi ;
bel dalam Pelayanan Perkoperasian
um mampu '
dan Pemasaran hasil produk

menangkap Peluang . ‘

; Terbatasnya Akses Pembiayaan di
Usaha sesuai dengan
Potensi: Perbankan dan Non Perbankan

bagi Koperasi
Dukungan tata Kelola Manajemen
| belum memadai dan Profesional

| Kemitraan Koperasi belum
{‘ berjalan dengan baik

| Rendahnya Tingkat | Sebagian Pengurus dan
{

|

|

ketaatan Koperasi dalam | Pengawas Koperasi belum
melaksanakan Rapat | memahami cara penyusunan
Anggota Tahunan | Laporan Keuangan Koperasi;
(RAT), kepatuhan dan | Laporan Keuangan Belum
akuntabilitas memanfaatkan IT

pengelolaan koperasi Belum Optimainya Pemeriksaan |
Kepatuhan Koperasi terhadap

4 Peraturan Perundang-Undangan

" Belum ada Standar Sistem |
Aplikasi Pelaporan Koperasi di ‘|
Kabupaten Kutai Kartanegara '

 Masih banyak KSP/USP di
Kabupaten Kutai Kartanegara
' | yang belum dinilai;




Tingkat Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
Pengawas, Pengurus dan
Anggota/ Kader Anggota masih
belum optimal

Belum maksimalnya | Belum terfasilitasi Pemenuhan lIzin
Pertumbuhan 1zin | Usaha Simpan Pinjam dan
Simpan Pinjam di | Pembukaan Kantor Cabang,
Kabupaten Kutai | Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Kartanegara Koperasi Simpan Pinjam di Kab.
Kutai Kartanegara
Masih rendahnya daya | Masih Rendahnya | Kurangnya pemahaman pelaku
saing Produk Usaha Kualitas SDM Pelaku | usaha tentang UMKM dan
Mikro Usaha Mikro Motivasi berusaha
Kurangnya pemahaman pelaku
usaha tentang UMKM dan
Motivasi berusaha
Masih rendahnya | Kurangnya Pendampingan
Pelaku Usaha  dalam | terhadap Pelaku Usaha dalam
Akses Pembiayaan { Akses Pembiayaan
Legal;

Kurangnya Koordinasi dengan
Pihak lembaga
Pembiayaan/perbankan;

Kualitas Produk UMKM
belum sesuai standar
(Produk dan Kemasan),

Masih rendahnya pemahaman
pelaku usaha terhadap pentingnya
standar produk;

Belum dilakukannya
pendampingan Standarisasi
Produk UMKM

Masih rendahinya jumlah
pelaku usaha mikro yang

Rendahnya kesadaran pelaku
usaha tentang pentingnya Izin

memiliki Perizinan dan | usaha

sertifikasi
Sulitnya Pelaku Usaha Mikro untuk
mendapatkan Sertifikat Usaha
Sebagaian besar pelaku UMKM
belum dapat mengakses perizinan
secara online (0OSS)
Sulitnya Pelaku Usaha Mikro untuk
mendapatkan Sertifikat Usaha

Masih rendahnya | Belum terjalinnya akses

kemampuan Pelaku | pemasaran

Uszaha Mikro dalam

mengakses Pemasaran

Kurangnya koordinasi dengan
penyedia, pemasaran secara
online / market place

Terbatasnya akses ke Pasar
Modem

Belum dimanfaatkannya
Pemasaran secara e-commerec
melalui Market Place:;

Kurangnnya dukungan
dari para pihak terhadap
pengembangan UMKM

Terbatasnya akses Layanan
Penguatan UMKM di Kabupaten
Kutai Kartanegara

Belum terkoordinasnya dengan
baik Para Pemangku Kepentingan
terhadap UMKM binaannya;
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3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 adalah :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA

Batasan Pengertian :
Sejahtera: Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudahmengakses
hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya

ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Berbahagia: Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni,
hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan,
kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam kurun
waktu 2021-2026, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik
membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang
akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya
mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-
2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan
Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang
Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian,

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;




4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan
Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang

Berwawasan Lingkungan.

Dari penjabaran visi dan misi diatas, misi yang selaras dan berkaitan langsung
dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
adalah misi ke-3, yaitu sebagai berikut:

Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan

dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi

kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang
mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat

diperbaharui (non-renewable resources), dan mengalihkannya secara bertahap

kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui
(renewableresources). Program yang mendukung misi ketiga sebagai
program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan

Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai
Kartanegara Kaya Festifal (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program
Kukar Kreatif IDAMAN.

KUKAR IDAMAN, yang
salahsatunya ditujukan
untuk membentuk usaha
Koperasi Petani yang
sehat dan produktif;

Kualitas Koperasi di
Sektor Pertanian yang
sehat dan Produktif

dalam Manajemen
Koperasi dan minimnya

Tabel Il1.2
Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
NO VISI, MISI/PROGRAM Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong
KERJA BKDH Pelayanan Perangkat

Daerah Penghambat Pendorong
; VISI : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia
'1 ¢l MIS! KE Il : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
[ 11 Program Dedikasi Belum optimainya Kurangnnya Pemahaman | Kelembagaan dan

legalitas koperasi
sektor pertanian yang

pendampingan terhadap tersebar luas
Koperasi dimasyarakat.
Rendahnya SDM Komitmen dalam
Pengelclaan Manajemen pemberdayaan
Koperasi Koperasi

1.2

Program Dedikasi
KUKAR IDAMAN, yang
ditujukan untuk
memperkuat sector

Belum optimalnya
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan

melalui Pendataan,

Luasnya Jangkauan dan
terbatasnya akses
Layanan Penguatan
UMKM

Adanya Komitmen
memperkuat sector
Usaha Mikro dan
Kecil
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‘ [ Usaha Mikro dan Kecil, ' Kemitraan, Kemudahan | Masih minim akses | Adanya kewenangan,

dalam meningkatkan Perizinan, Penguatan Informasi, Pengetahuan, | urusan dalam
| kapasitasproduksi dan Kelembagaan dan Permodalan dan daya Pemberdayaan dan
| daya saing produk, Koordinasi dengan Para | saing Produksi Pengembangan UMKM
dengan melakukan Pemangku Kepentingan

Fasilitasi Permodalan
melalui lembaga Bankdan
Non Bank, dan
membangun Klinik UMKM
di setiap Kecamatan yang
ditujukan untuk
| menyediakan sarana bagi

| pelaku UMKM dalam

| meningkatkan daya
saing produk dan
manajemen usaha,
serta meningkatkan
jumlah UMKM yang
meggunakan sistem

| pemasaran digital (e-

| commerce/market place).

Faktor penghambat pelayanan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain

Kurangnnya Pemahaman dalam Manajemen Koperasi dan minimnya
pendampingan terhadap Koperasi, Rendahnya SDM Pengelolaan Manajemen
Koperasi. Adapun faktor pendorong pelayanan Pemerintah Daerah terhadap
pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
antara lain adalah : Kelembagaan dan legalitas koperasi sektor pertanian yang
tersebar luas dimasyarakat dan adanya Komitmen dalam pemberdayaan

Koperasi,

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas
Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan
Timur :

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM
Untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional Kementerian
Koperasi dan UKM telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis
Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024 :

Tabel 111.2
Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

NO | Sasaran Strategis Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong |
Jangka Pelayanan
Menengah Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Renstra
Kementerian
KUKM




1 Mewujudkan Kurang sinergitias Kurangnnya Tenaga Semakin Meningkatnya Animo
| Koperasi Modern | diantara Penyuluh/Pendamping masayarakat dalam Berkoperasi
yang Berdau-lat, | stakeholder Koperasi di Lapangan
Mandiri dan terhadap Masih Rendahnya SDM Memasuki Perkembangan Pesat
Maju pengengembangan | Koperasi dalam Penggunaan | penggunaan Teknologi
Koperasi Teknologi Informasi Informasi.
2 Mewujudkan Belum Sebagian besar Usaha Mikro Adanya globalisasi ekonomi,
| UMKM Naik Kelas | maksimalnya Data belum memiliki kapasitas sertamakin pesatnya kerjasama
‘ yang Berdaulat Potensi dan kewirausahaan yang ekonomiantar negara peluang
dan Mampu dayasaing produk memadai, Tidak Tahu baru bagi UMKM
Bersaing di Pasar | Usaha Kecil dan Bagaimana Cara
| Domestik dan Menengah Membesarkan Bisnis
i Global

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan
UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 111.3

Kalimantan Timur

Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi

NO | Sasaran Strategis Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong
Jangka Pelayanan
Menengah Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Renstra
Disprindakop
Prov. Kaltim
: | Meningkatnya Kurang sinergitias Keterbatasan jiwa Terbukanya luas pasar untuk
Usaha Ekonomi diantara kewirausahaan dan produk KUMKM
| Koperasi dan stakeholder kemampuan managerial
UKM (Melalui terhadap KUMKM serta kurangnya
Peningkatan pengengembangan sarana prasarana produksi
Koperasi dan daya saing dankerjasama/ kemitraan
| Unggulan, UKM produk Koperasi
{ Unggul) dan UKM
3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Pengembangan wilayah perlu dilakukan penataan ruang dalam
rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan pembangunan berbagai
sektor dan wilayah untuk menentukan struktur ruang, pola ruang dan simpul
kegiatan utama. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendorong
implementasi pengembangan kawasan yang dapat digunakan untuk
menentukan pembangunan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan
RTRW yang telah di tetapkan.

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, maka
pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus sesuai
dalam pemanfaatan ruang tidak

dengan rencana tata ruang agar
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bertentangan dengan substansi RTRW vyang disepakati serta di
sesuaikan pada karakteristik dan daya dukungnya.

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, struktur
tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini dan indikasi
program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan,
perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam
skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola ruang dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan penataan
ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten
sebagai berikut:

1. Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
2. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;

Pengembangan dan Optimalisasi Kawasan peruntukan Pertanian;
Pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan;

Pengembangan kegiatan perikanan;

Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan

o 0 AW

kelestarian lingkungan;

7. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;

8. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;

9. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penerapannya
dan;

10. Peningkatan fungsi kawasan untuk perahanan dan keamanan Negara;

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan;

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis diatas bahwa Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan
suatu dinas yang berfungsi memberdayakan ekonomi masyarakat melalui
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga perlu adanya
perhatian, pembinaan dan memprasaranai pemasaran produk-produk
ramah lingkungan dari usaha kecil dan menengah tersebut.

43




3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Perumusan Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan
identifikasi permasalahan pada Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan

menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM;

2. Peningkatan Kualitas Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Penguatan SDM Pengelola Koperasi mulai Pengawas, Pengurus, Anggota
dan Kader Koperasi;

4. Peningkatan Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM,;

5. Pertumbuhan Wirausahawan;




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah;

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat
diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuannya Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan
Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan sasaran sebagai
berikut :

a. Konsistensi Koperasi Aktif.
Dengan indikator Persentase Koperasi Aktif dengan formulasi
jumiah Koperasi Aktif dibandingkan dengan Jumlah Koperasi
seluruhnya;

b. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha
Dengan indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha dengan
formulasi jumlah Pertumbuhan Wirausaha dibandingkan dengan

jumiah usaha mikro seluruhnya;

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Kutai Kartanegara tergambar pada table T-C.25.
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Tabel 4.1 (T-C.25)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

TR - _ B
\ INDIKATOR
Kond

NO TUJUAN / SASARAN '"D'“s;g:x;”m I | satuan K:::;:' ::h::'
i 2022 2023 2024 2025 2026
' —_— —
! 1 | Meningkatkan Produktifitas Persentase Koperasi { Persentase 1 4% 7% 10% 13% 16% 19% 19% |

melalui Pemberdayaan dan | yang meningkat . ‘ |
! Penguatan Kualitas Koperasi dan | | Kualitasnya ) | - | | [ I R— | | J
. UMKM 1 Persentase usaha mikro | Persentase 11,54% 11,89% | 12,24% | 12,59%f12,94% 13,28% g 13 28% |
I | yang menjadi wirausaha | ! ‘ | l
‘7 ‘*'—1 | Konsistensi Persentase Koperasu Ferse?agé?oﬂa{s;l h IiPiefsentase 8% | 82% i__éa%iiir 82% i 82% | 82% T 82% |
| Aktif | yang Aktif | , ‘ ‘ |
B 2! Memngka_tnya Isgriuﬁ{t;uhan 1‘ Persgntase_m - T Persentase [ 0,23% 03535 \ f),44%- ' 0,46% '[-_0,94% -1_,01%74\ '3,2_0_%
‘ } Wirausaha baru | Pertumbuhan wirausaha | ‘ ‘ ' ;
I | baru | | 0 I S A S R
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Gambar, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

" Misi 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

: TUJUAN RPIMD

: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada

: Sektor Terbarukan :

i g g - o —
: e —— = : §i SASARAN 1

SASARAN L Mempertahankan Jumiah Koperasi Aktif

: Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi : - . T,
: unggulan daerah : SASARAN 2

= : ks Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha "
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEAN TUJSUAN DAN SASARAN RENSTRA DISKOP UKM

: KUTAI KARTANEGARA 2021-2026 KAB. KUTAI KARTANEGARA 2021-2026
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Dalam mencapai tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran dan Indikator yang akan
dicapai semala lima tahun mendatang

1. Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan
Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM
Peningkatan Produktiftas melalui Pemberdayaan dan Penguatan
Kualitas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan
perekonomian Nasional dimana kita ketahui pada masa Orde Baru,
koperasi dan umkm telah menjadi ujung tombak atas keberhasilan
perekonomian Nasional khususnya di sektor Pertanian dengan
swasembada pangan. Dan di banyak negara maju, koperasi justru
menjadi penopang kemajuan ekonomi masyarakatnya. Untuk itu Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas
Koperasi dan UMKM didukung dengan dua sasaran yaitu :
a. Persentase Koperasi Aktif
Untuk mengetahui seberapa besar Jumlah Koperasi Aktif
dibandingkan dengan Jumlah Koperasi Seluruhnya. Dengan Kondisi
Awal sebesar 82% ata ada 514 Koperasi Aktif dibandingkan dengan
Jumlah Koperasi seluruhnya sebanyak 626 Koperasi. Dengan
Formulasi yang digunakan :

Jumlah Koperasi Aktif
x 100%
Jumiah Koperasi Seluruhnya

b. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru
Untuk mengetahui seberapa besar Pertumbuhan Wirausaha Baru,
dimana Kondisi Awal pada Tahun 2020 Jumlah UMKM sebanyak
56.343 dan pada tahun 2019 sebanyak 56.213 UMKM atau ada
pertumbuhan sebesar 0,23% Dengan Formulasi yang digunakan :

Tahun n - Tahun n-1
x 100%

Tahun n-1




BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam
RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
dan sesuai dengan visi misi serta tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan, maka Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah sebagaimana pada tabe! T-C.26.

Strategi memeriukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar
dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan
tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana strategic mengikuti
tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang
merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Rumusan strategi disusun harus bersifat operasional yang akan
dijabarkan dalam bentuk kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan di
rumuskan untuk menghubungkan strategi kepada sasaran secara
oerasional sehingga dapat memperjelas strategi yang lebih spesifik,
konkrit dan cperasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan
strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program
dan kegiatan tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam table berikut

ini :




Tabel V. 1 (T-C.26)
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

MIS| 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
Produktifitas melalui
Pemberdayaan dan
Penguatan Kualitas
Koperasi dan UMKM

1

Meningkatnya
Kualitas Koperasi

1) Penguatan Kapasitas SDM Pengurus,
Pengawas dan Anggota Koperasi

1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2) Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Laporan Perkoperasi, Pelatihan
Teknis Pengawasan serta menciptakan kader-kader Koperasi ;

2) Meningkatkan Peran Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

1) Peningkatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi

2) Peningkatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan
Perundang-Undangan

3) Melakukan Penilaian dan Apresiasi
terhadap Koperasi Sehat dan Berprestasi

1) Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

2) Memberikan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi

4) Meningkatkan Peran Usaha Simpan Pinjam
di Kutai Kartanegara

1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam
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5) Meningkatkan Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi

1) Melakukan Penguatan Koperasi melalui Digitalisasi Koperasi,
pendampingan, Peningkatan Produklivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi

2 Meningkatnya
Pertumbuhan
Wirausaha

6) Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro

1) Peningkatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

2) Peningkatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

3) Memfasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

4) Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

5) Pembentukan Klinik K-UMKM dan Peningkatan Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan

7) Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi
Usaha Kecil

6) Memfasilitasi Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

1 Meningkatkan
Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja
Diskep UKM

8. Meningkatkan Kualitas pelaporan yang
tepat waktu, pelayanan administrasi umum
dan mengoptimalkan penggunaan dana
anggaran di Sekretariat)

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan pelaporan keuangan
tepat waktu

3) Penyelenggaraan Administrasi Barang dan pelaporan BMD tepat
waktu

4) Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Peningkatan Disiplin
ASN Perangkat Dasrah

5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

&) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan
Kantor.
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Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing -masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel V.2
Keterkaitan Penjabaran Proyek Strategis Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

Proyek
Strategis Perangkat Program Permen/
VISI MiISI Daerah Kegiatan Sub Kegiatan Sasaran
Pembangunan Kepmen
Utama
Daerah
Mewujudkan ] KeseJahteraan Dinas PROGRAM Pemberdayaan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan | Masyarakat Miskin Usia
Masyarakat Sosial IDAMAN | Koperasi dan PEMBERDAYAAN USAHA yang Dilakukan Melalui Potensi dan Pengembangan Produktif berdasarkan
Kutai UKM MENENGAH, USAHA KECIL, Pendataan, Kemitraan, Usaha Mikro Data Terpadu
Kartanegara DAN USAHA MIKRO Kemudahan Perijinan, Masyarakat Miskin
yang Sejahtera (UMKM) Penguatan Kelembagaan dan
dan Berbahagia Koordinas! dengan Para
Pemangku
1] Pembangunan Dinas PROGRAM Pemberdayaan Peningkatan Pemberdayaan Peningkatan Pendampingan dan
pertanian Koperasi dan PEMBERDAYAAN DAN Produktivitas, Nilai Tambah, Produktivitas, Nilai Tambah, Penataan Manajemen
berbasls UKM PERLINDUNGAN KOPERASI | Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Akses Pasar, Akses Usaha Koperasi
kawasan Penguatan Kelembagaan, Pembiayaan, Penguatan
Penataan Manajemen, Kelembagaan, Penataan
Standarisasi, dan Restrukturisasi Manajemen, Standarisasi,
Usaha Koparasi Kewenangan dan Restrukturisasi Usaha
Kabupaten/Kota Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
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PROGRAM Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Usaha Mikro Kemasan Produk
PENGEMBANGAN UMKM | dengan Orientasi Peningkatan | Menjadi Usaha Kecil dalam {RMS)
Skala Usaha Menjadi Usaha Pengembangan Produksi
Kecl dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi
Usaha Kecil Dinas PROGRAM Pemberdayaan Usaha Mikro Koordinasi dan Pendampingan
IDAMAN Koperasi PEMBERDAYAAN USAHA yang Ditakukan melalui Sinkronisasi dengan Para | Pembentukan Klinik K-
dan UKM MENENGAH, USAHA Pendataan, Kemitraan, Pemangku Kepentingan UMKM
KECIL, DAN USAHA Kemudahan Perizinan, dalam Pemberdayaan
MIKRO (UMKM) Penguatan Kelembagaan dan Usaha Mikro
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
PROGRAM Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Usaha Mikro Meningkatkan
PENGEMBANGAN UMKM | dengan Orientasi Peningkatan | Menjadi Usaha Kecil dalam | Kemampuan IT Pelaku
Skala Usaha Menjadi Usaha Pengembangan Produksi UMKM dalam

Kecl

dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknclogi

Pemasaran Digital dan
Daya Saing Kemasan
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BAB Vi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta arah kebijakan dan
strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai
berikut ;

L Program berdasarkan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah :

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;

1

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan
Usaha Mikro (Umkm)
7. Program Pengembangan Umkm;

Il. Program Penunjang Urusan :

1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota;

lll. PENDANAAN INDIKATIF
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian
matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menegah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
sebagaimana tecantum pada lampiran T-C.27 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.




Tabel VI.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

lndikato Target Kinesja Program dan Kersngks Peudanasn
H
Data Koandisl Kinerja
Kinesje, Capa pada akhir Uni¢
ouan, lan 2022 2023 2024 2025 2026 periode Renstra | Kexjs.
—— pada Perangkat Perang
Tojua | Sas Program, Program | oo | Tahn Daerah kat
Kode Kegiatan, dan {outoom Lokasl
n ATRn uan n Daersh
Sub Kegiatan €}
Avral Ponang
Keglatan Pere | T Ta Ta Ta gung
' acan | 78 Rp et Rp bl Rp ot Rp rge Rp 7 Rp jawrsb
ann
Kegiatan
{output)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Menin Konsi H 1] PROGRAM Persentase 14,98 15, 300.000.00 | 19,4 450.000.00 | 21, 450.000.000 | 23,35 450.000.00 27, 5$50.000.000 | 27, Ridpng
ghatny | stens | . | 3 PENGAWASAN DAN Kepatuhan % 56 0| 6% 0| 40 % 0| 24 24 (| 2.200.000.000 | .. ¥

a I 1 PEMERIKSAAN Koperas! % % % % Pengawmsn
Produk | Perse | 7 KOPERAS Melaksana Koparast
tifitas | ntase kan RAT
melalu | Kope { 2 l 0| 0} 0 Pemeriksaan dan Persentase % 38,91 | 43, | 300.000.00 | 67,8 | 450.000.00 | 75, | 450.000.000 | 75,88 | 450.000.00 | 53, | $50.000.000 | 83,

| rasi latart Pengawasan pemeriksa % 93 0| 9% 0| 88 % 0| 87 87 | 2.200.000.000
Pembe | Aktif | 1 Koperasi, Koperasi an dan % % % %
rdayaa 7 Simpan Pinjam/Unit | pengawssa
ndan Simpan Pinjam n koperasi
Pengu Koperasi yang

atan Wilayah
Kualita Keanggotaannya

s dalam Daerah
Kopera Kabupaten/ Kota
si dan 2. | 0| af 0] ¢ | Pengawasan Jumiah Kop 12 150 17 175 200 20 Sekst
UMKM 1 31 2] 1| 1 | Kekuatan, Kesehatan, Pengawasa erasi 5 150.000.00 175.000.00 5 175,000,000 175.000.00 225.000.000 0 500.006.000 Pengawa

7 Kemandirlan, n Koperasi 4] 1] a san dan
Ketangguhan, serta lumlah Kop 10 15 20 25 30 30 Pemeriks
Akuntabilltas Koperas| erasl aan
Koperast yang Koperasi
Kewenangan didamplingi
Kabupaten/Xota RAT

55




2. |0 0 { Pemeriksaan lumlah Kop 15 275 30 300 325 32 Seksi
1 3 2 { Kepatuhan Koperasi Pemeriksaa | erasi 0 150.00C.80 275.000.00 0 275,000,000 275.000.00 325.000.000 5 1.300.000.000 Pengawa
7 terhadap Peraturan n Koperasi 0 a [+ sandan
Perundang-Undangan Pemerixs
Kewenangan aan
Kabupaten/Kota Jumiah Kop 5 5 5 3 5 5 Koperasi
Fasilitasi erasi
Pembubara
n Keperasi
2|0 PFROGRAM Persentass % 0,00% | 37 741 11, 14,81 18, 18, Bidang
.| 8 PENILAIAN Koperasi 0% | 75.000.000 % 210.000.00 | 11 110.000.000 % 215.000.00 | 52 420,000,000 | 52 | 930.000.000 Kelemba
1 KESEHATAN KSP/USP | KSP/USP 0| % 0| % % gaan
7 KOPERASI berkatagor dan
I Sehat dan Pengaw
Cukup N
Sehat Koperasi
2|0 Penilaian Kesehatan Jumlah Kop 53 150 16 170 130 18
.| 4 Koperas! Simpan Penilalan erasi 75.000.000 210.000.00 0 210.000.000 215.000.00 220.000.000 | @ 930.000.000
1 Pinjam/Unit Simpan dan 0 o
7 Pinjam Xoperaslyang | Pengharga
Wilayah an
Keanggotaannya Kesehatan
dalam 1 (satu} KSP/USP
Daergh
Kabupaten/Kota
2. |10 Q | Pelaksanaan lumlahk Kop 53 75 80 85 a0 90 Seksl
174 1 | Penilaian Kesehatan koperast erasi 75.000.000 120.000.00 120,000,000 125.000.00 130.000.000 $73.000.000 Pengawa
7 KSP/USP Koperasi yang 0 Q sandan
Kewenangan diberikan Pemeriks
kabupaten,/Kota sertifikat aan
penilalan Koperasi
2.{0 Q0 { Penghargaan Jumiah Kop 0 75 80 85 90 a0
114 2 [ Kesehatan KSP/USP pengharga eras} - 90.000.000 90,000,000 50.000.000 90.000.000 360.000.000
7 Koperasl an koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
210 PROGRAM Persantase % na 10 100, 10 100,0 100 10 Bldang
.| 5 PENDIDIKAN DAN Pengurus 0,0 | 150.000.00 | 00% | 300.000.00 | 0,0 | 300.000.000 0% 300.000.00 | 00 | 300.000.000 | 0,0 | 1.350.000.000 { Kelemba
1 LATIHAN dan 0% 0 0 % 0 % 0% g3an
7 PERKOPERASIAN Pengawas dan
yang Pengaw
memiliki asan
sertifikat Koperas|
pelatihan
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Perkoperas
Wan

Pendidikan dan Jumiah Kope
. Latihan *::'mi rash 45 | 150.000.00 | SO | 300.000.00 | 50 | 300.000.000 [ 90 30000000 | 90 | 300.000.000 | 40 | 1.350.000.000
1 Perkoperasian bagi :Ib:ﬂkln 0 0 o 5
Koperas! yang Pendiduan
Wilayah Keanggotaan | g,
dalarm Daerah Pelatihan
Kabupaten/Xota Perkaperasis
n
aQ Peningkatan Jumlah oran 0 180 18 180 180 81
2 Pemahaman dan Peserta g 150.000.00 300.000.00 [+ 300.000.00G 300.000.00 300.000.000 ] 1.350.000.000
Pengatahuan yang dilatih 1} 0 0
Perkoperasian serta
Kapasitas dan
Kompetensl SOM
Koperasi
[ PROGRAM Persentase % 38,52 | 45, 15.000.000 | 53,3 100.000.00 | 60, 100.000.000 | 681 100.000.00 | 75, | 100.000.000 | 75, Bidang
.2 PELAYANAN IZIN Koperasi % 9% % D] 7% % 0] 6% 6% | 415.000.000 Pember
1 USAHA SIMPAN yang dayaan
PINJAM memiklk| Dan
1jin usaha Pengem
simpan bangan
pinjam Koperasi
Penerbitan lzin Usaha | Cakupan % 10 100 10 100% 100 10
2 Simpan Pinfam untuk Peneributa 0% | 25.000.000 % 100.000.00 § 0% 160.000.000 100.000.00 % 100.000.000 | 0% | 425.000.000
Koperasi dengan nlzin 0 0
Wilayah Keanggotaan | Usaha
dalam Daerah Simpan
Kabupaten/Kota Koperasi
.| 0 Fasilitasl Pamenuhan (zin Jumnish Kope 52 10 10 10 10 10 50
12 2| 1 | Useha Simpan Pinjam Koperast rasl 25.000.000 100.000.00 100.000.000 100.000.00 100,000,000 425,000,000
dan Pambukaan Kantor yang di o o
Cabang, Cabang Fasihitasi
Pembantu dan Kamor
Kas Koperas| Simpan
Pinfam untuk Xoperas
dengan Wilayah
Keanggetaan dalam
Daerah Kabupaten/Kots
1 PROGRAM Persentasa % n/a 09 185 19 3,89 4,8 4,8 Bidang
. PEMBERDAYAAN meningkat 7% | 375.000.00 % 560.000.00 { 2% [ 585.000.000 % 690.000.00 | &% | 800.000.000 | 6% | 3.010.000.000 { Pember
1 DAN PERLINDUNGAN | nya Aset 0 0 0 daysan
KOPERASH Koperas| Dan




. Persentase % nfa 0.9 1,55 29 3,89 4.8 48 Pengem
o meninghkat 7% % 2% % 8% 6% bangan
] nya Koperast
Volume
Usaha
(Omset)
Koperas!
111 2 Pemberdayaan dan Jumlah Kop 25 40 50 55 60 60
7 7 . Peartindungan Pemberda eras! 375.008.00 560,000.00 545.000.000 690.000.00 300.000,000 3.010.000,000
. [+ Koparasl yang yaan dan 0 0 [
[ 1 Keanggotamnnya Pedindung
6 dalam Dasrah an
. Kabupaten/Kota Koperas|
0
2
1 Pembardayaan Jumish Kape 23 40 50 55 60 [0
7. Peningkatan Keparasi rast 375.000.00 560.000.00 585.000.000 £90.000.00 B00.000.000 3.010.000.000
0 Produktivitss, Nilsi yang dl o o 0
Tambah, Akses Pasar, Fasilitasi
6. Aksas Pambiayaan,
0 Penguatan Xelembsgaan,
2. Penstaan Manajemen,
1 Standanisasi, dan
Restrukturisasi Ussha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meni [ 2 [0 PROGRAM Persantase ) nfa 18 1,99 19 1,59 1,9 9,7 Bidang 2,28E+09
ngka | . | 7 ::m‘;;m‘m:‘w mmv-"l 1% | 21400000 | % | 23300000 | 9% | 2.330.000.00 % 2.405.000. | 9% | 2.280.000.0 | 7% | 11.435.000.00 | Pember
trya i KECIL, DAN l:,w‘ ditasas] 00 00 0 000 00 0 dayaan
Pertu | 7 MIKRO [UMKM) Usaha
mbu Mikro
han 1 2 (o Pemberdaysan tumiah UMK n/a 2280002
Wira .7 Usaha Mikro yang UMKM M 1.0 | 2.130.060.0 | 1.12 | 2.330.000.0 | 1.1 | 2.330.000.00 | 1.321 | 2.405.000. 1.1 | 2.280.000.0 | 5.5 | 11.285.000.00 o
usah | 1 Dilakukan melsiul yang di 0 | o0 1 7] i |o 000 1 | o0 04 |0
a 7 Fandataan, berdayaka
baru Kemitraan, n
Kemudahan
Perizinan, Panguatan
Kolambagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
2,10 1] Pendataan Potensi Jumlah Dok 1 1 1 3 Seks
1 7 1 dan Pengembangan Data ume 200.000.00 200.000.000 200.000.00 600.000.000 Pengem
7 Usaha Mikro Potensl n, Q 0 bangan
Usaha Data dan
Mikro Pote Perlinda
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nsi

ngan

Usaha
Mikro
2]0]0|0 Pemberdayaan Jumiah UMK 20 20 20 20 80 Seks|
17122 melalul Kemitraan Pendampln M 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50,000,000 200.000.000 Pengem
7 Usaha Mikro gan Pelaku bangan
Usaha dan
Perlindy
ngan
Usaha
MTkro
21{0]0|l0 Fasilivasi Kerudahan Jumiah UMK 14 140 14 140 140 70 Seksl
1712} 3 Perizinan Usaha umkm M 0 500.000.00 500.000.00 a SN OO0 000 500.000.00 500.000.000 | O 2.500.000.000 | Fasilitasi
7 Mikro yang 1] 0 2] Usaha
difasilitasl Mikro
kemudaha
n perizinan
usaha
2{a|o0flo0 Pemterdayaan Jumlah oran | Masy. 48 | 1.050.000.0 | 480 1,105.0000 | 48 1.105.000.00 480 1,105.000.0 | 480 1,105.0000 | 24 Seks}
11724 Kelembagaan Potensi | Peserta g mend a 00 00 [} 0 00 00 | 00 | 5.510.000.000 [ Kewiraus
7 dan Pengembangan Pelatihan apat ahaan
Usaha Mikro pelati
han
350
Org
{2019,
2020
dan
2021)
Pelatlhan oran 1 Wirau 24 240 24 240 240 11
Wirausaha g saha 0 [} oo | -
baru va
dilatth
Th
2019-
2020
seban
yak
1465
Ol’g
Penguatan Unit UKM 3 3 3 3 3 15
Kapasitas Cente -
kelembaga rd
an Usaha Unit
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2.]afo0 Koordinasi dan Jumlah UMK 16 120 12 120 120 64 Seksi
17712 Sinkronisas! dengan Pelaku M 0 55%0.,000.00 475.000.00 [+ 475.000.000 550.000.00 625,000000 | 0 2.575.000.000 | Pengem
7 Para Permangku Usaha Yang [} 0 0 bangan
Kepentingan dalam Mengakses dan
Pemberdayaan Usaha | Permodala Perlindu
Mikro n ngan
Pendampin | Klini 1 2 2 3 5 13 Usaha
Ean K Mikro
Pernbentuk
an dan
Fasilitas!
Sarana
Prasarana
Kitnile Klindk
K-UMKM
Jumlah Rako 1 3 1 1 1 5
Rapat- r
rapat
Koordgdinasi
K-UMKM
2.0 PROGRAM % na 03 0,6 0,9 1,1% 14 14 Bidang
1 (8 PENGEMBANGAN Pertumbuh % | 2.315,000.0 % | 2.150.000.0 % | 2.190.000.00 2.1590.000. % | 2.150.000.0 % | 11.075.000.00 | Pember
7 UMKM an Omset L] 00 0 000 1] 1} dayaan
UMKM Usaha
Mikro
10|00 Pangembangan Jumlah UMK
7182 Usaha Mikro dengan | Pengemba M 42 2.315.000.0 | 320 | 2.190.0000 | 32 | 2.190.000.00 320 2,190,000, 320 | 21900000 | 1.7 | 11.075.000.00
. Orlentas! hgan 4} 00 00 1] 0 000 00 o (O
0 Peningkatan Skala Usaha
a Usaha menjadi Mikro
. Usaha Kecil
&
2
1100 Fasilitas! Usaha Mikro | Jumlah UMK 12 120 12 120 120 Ll Seksi
78] 2 Menjadi Usaha Kecll Pelaku M ] 350.000.00 350.000.00 0 350.000.000 350.000.00 350.000.000 a 1.750.000.000 Pengem
1] dalam Usaha Yang 0 0 ] bangan
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8. Pengembangan difasilitasi dan
1] Produksi dan akases Perlindu
2. Pengolahan, Pemasaran ngan
1 Pemasaran, SDM, Jumlah UMK 30 200 20 200 200 11 Usaha
serta Desain dan Pelaku M 0 | 1.865.000.0 12400000 | © | 1.240.000.00 1.240.000.0 1.2400000 | 00 | £.825.000000 | Mikro
Teknolog! Usaha yang 00 00 ¢ [o.¢] 0o
dilatih
Kemasan,
dan
bantuan
sarana
prasarana
Kemasan
Jumlah Even 1 4 4 4 4 17
Eventyang t 100.000.00 600,000,000 600,000,000 600.000.00 600.000.000 2.500.000.000
diikuti 0 0 0
Meni | 2 [ PROGRAM Nilai SAKIP NILA 62.76 £8. 70.0 73, 7700 80, 80. Sekretar
ngka . 1 PENLUINJANG Perangkat | 00 11.8256.092. 1] 11.761.092. | 0O 11.765.0923 11.686.092 oq 11.811.050, 00 | 5884545000 | s
than i URUSAN Daerah 392 352 92 392 432 o
Trans | 7 PEMERINTAHAN
para B DAERAH
nsi L]
dan 1
Akun ol o Perencanaan, lumiah Dok 4 1181109
tabili 171 Penganggaran, dan Dokumen urne L} 289.999.80 | & 290.000.00 | 4 190.000.000 | 4 290.000.00 { 4 290.000.000 | 20 1.449.999.800 0432
tas Evaluasi Kinerja Rencana, n 0 0 0
Kiner Perangkat Daerah Anggaran
ja dan
Disko Evaluast
p Kinerja
UKM Perangkat
Daarah
[+ ] Penyusunan Jumiah Dok 1 1 1 1 1 5 Kasubba
111 BRokumen Cokumen ume 100.008.00 100.000.00 100,000.000 100.000.00 104,000,000 5{)0.000.000 g
Perencanaan Perencana n o [} 0 Penyusu
Perangkat Daerah an nan
oo Koordinasl dan Jumiah Dok 3 3 3 3 3 15 Program
i1 Peryusunan Laporan Dokumen ume 189.993.80 190.000.00 150.000.000 150.000.00 190,000.000 949,999.800 dan
Capaian Kinerja dan Laporan n a 1] 0 Keunaga
Ikhtisar Realisasi Capaian n
Kinerja SKPD Kinerja
{0 Administrasi Jumlah Lapo 5087187
2] 1 Keuangan Peranghat Laporan fan 9.087.184.0 5.087.184.0 9.087.184.07 9.087.184. 5.087.187.0 45.435,923.36 060
Daerah Administra 2 2 77 2 77 2 7 z 077 2 60 10 ]
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Keuangan

yang
Akuntabe)
a] 0| 0 { Penyediaan Gajidan Tersediany bula 12 12 12 12 12 &0 Kasubba
2{ ¥| 1 ] Tunjangan ASN a n 8.982.743.0 8.982.743.0 B.982.743.07 8.982.7430 8.982.743.0 44.913.715.38 | g
Permbayara 77 77 7 77 77 5 Penyusu
n Gaji dan nan
Tunjangan Program
ASN dan
gf 0| 0 | Koordinasi dan Jumlgh Dak 1 1 1 1 1 5 Keunaga
21 1| 7 | Penyusunan laporan Dokumen ume 104.441.00¢ 104.441.00 104,441,000 104.441.00 104.443.983 522.207.983 n
Keyangan Laporan n 0 1] [t}
bulanan/Triwutanan/ | Keuangan
Semesteran SKPD
0|0 Administrasi Barang Jumiah Lapa
3|1 Milik Daerah pada Laporan ran 1 93.926.000 1 93.926.000 1 93.526.000 1 $3.926.000 1 93.926.000 H 469.630.000
Perangkat Daerah Banang
Milik
Dasrah
pada SKPD
yang
direkonsili
asl
G| 0 O | Rekonsillas! dan lumlah Dok 1 1 1 1 i 5 Kasubba
3( 1] 5 | Penyusunan Laporan Dokurnen ume 93.926.000 93,526.000 93,926.000 93,926,000 93.926.000 459.630.000 g Umpeg
Barang Millk Daerah Laporan n
pada SKPD BMD
0| ¢ Administrasi Jumlah Dok
2|5 Kepegawalan Dokumen ume 1 100.000,00 1 180.000.00 1 160.000.000 1 100.000.00 1 125.000.000 H £45.000.000
Perangkat Daarah Administra n 0 ] [}
sl
Kepegawai
[ 1]
Parangkat
Daarsh
[ ] Pengadaan Pakaian Jumlah Stel 0 106 10 106 31 Kasubba
2{5s Dinas Beserta Atribut Pakaian - 110.000.00 6 110.000.000 75.000.000 8 295,000,000 gUmpeg
Kelengkapannya Dinas o
Berserta
Atrlbut
Kelengkapa
naya bagi

Pepawai




0| 0 O | Pendidikandan Jurnlah oran 30 30 30 30 30 15 Kasubba
2| 5| 9 | Pelatihan Pegawai pegawal g 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50,000,000 0 250.000.000 g Umpeg
Berdasarkan Tugas yang
dan Fungs! menglkuti
Pendidikan
dan
Pelatihan
0|0 Sosialisasi Peraturan Jumlah ASN 30 0 30 60 Kasubba
2|5 Perundang-undangan | Peserta 50.000.000 - 50.000.000 100,000,000 g Umpeg
Yang
menglkiuti
Sosialisasi
0|0 Adeministrasi Umum Persentase Pers 10 100 10 100% 100 10 Kasubba
2] 8 Perangkat Daersh Administra en 0% $35.121.33 % 535.121.33 | 0% 555.114.000 555.114.00 % 555.114.000 | 0% | 2.735.584.870 | gUmpeg
$i Umum 5 5 ]
Perangkat
Daerah
0] 01 0| Penyediaan Tersediany bula 12 12 12 12 43 Kasubba
2| 6| 1 | Komponen instalas! 2 n 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40,000.000 g Umpeg
Listrik/Penerangan Komponen
Bangunan Kantor Peneranga
n Kantor
0| 0] O | Penyediaan Peralatan | Jumalah Jenis 45 45 45 45 45 2 Kasubba
2| 6] 2 | danPeriengkapan ATK 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 5 350.000.000 gUmpeg
Kantor
0 O 0 | Penyediaan Bahan Jumlah lenis 19 19 19 19 15 95 Kasubba
2| 6| 4 | Loglstik Kantor Penyedlaa 50.000.000 £0.000.000 50,300.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 g Umpeg
n Bahan
Leglstik
Kantor
Jumlah Porsl 80 800 80 s00 800 40 Kasubba
Pors! 0 1] 3] gUmpeg
Makan dan
Minum
0| G| 0 | Penyediaan Barang Jumiah lenis 7 7 9 9 9 41 Kasubba
2| 6] 5 | Cetakandan Penyediaa 43,995.800 49,959,800 50.000.000 50.000.000 50,000,000 249,599,600 g Umpeg
Penggandaan n Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an
0} Gf 0 | Penyelenggarasn Jumlah OH 20 230.071.53 | 205 230.071.53 | 25 250,054,000 250 250.084.00 | 250 | 250.064.000 | 11 Kasubba
2| 6| 9 | RapatKoordinasidan | Rapat- 5 5 5] 0 1} B0 | 1.210.335.070 | g Umpeg
Kensultas! SKPD rapat
Koordinas!
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dan

Konsultas|
SKPD
0 0f X | Penatausahaan Arsip | Jumiah Unit 7 105.000.00 5 75.050.000 S 75.050.000 5 75.050.060 5 75.050.000 | 27 Kasubba
2| 6] O | Dinamls pada SKPD Sarana dan Q 405,200.000 g Umpeg
prasarana
Arsip pada
SKPD
oo Penyediaan Bahan Jumlah Jenis 2 2 2 2 8 Kasubba
2( 6 Bacaan dan Bahan 25.000.000 25.000.000 25,000,000 25.000.000 100,000,000 g Umpeg
Peraturan Bacaan,
Perundang-undangan | Peraturan
Perundang
sundangan
dan
Advetorial
yang
disediakan
0| 0 1 | Dukungan Jumlah Web 1 1 1 1 1 5 Kasubba
2| 6§ 1 | Pelaksanaan Sistem Dukungan 30.050.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000 130.050.000 g Umpeg
Pemerintahan Pelaksanaa
Berbasis Elektronik n Sistern
pada SKPD Pemerinta
han
Berbasis
Elektronik
pada SKPD
oo Pengadaan Barang Persentase | Pers 10 100 10 100% 100 10
1,7 Milik Daerah Pengadaan on 0% | 142.348.40 % 184.292.52 | 0% | 164.299.B863 149.299.86 *® 249294920 | 0% 889.535.574
Penunjang Urusan Barang ] 8 3
Pemerintah Daerah MilTk
Dasrah
0| 0] 1 | Pengadaan Sarana lumlah Unit 32 32 30 3¢ 35 15 Kasubba
2| 71 0 | danPrasarans Pengadaan 142,348.40 184.292.52 164.289.863 143.259.86 243,294,920 ] 889.235.574 g Umpeg
Gedung Kantor atau Sarana dan 0 8 3
Bangunan Lainnya Prasarana
Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya
0! 0 Penyedlaan Jasa Persentase | Pers 10 100 10 100% 100 10
i+ 8 Penunjang Urusan Penyediaa eh 0% | 1.096.790.9 % 914.696.59 0% | 914.696.592 914,696.59 % 914.696.592 | 0% | 4.755.577.288
Pemerintahan n lasa 20 2 2
Daerah Penunjang

64




Pemerinta

han
Daerah
0f 0 0 | Penyediaanlasa Jumlah Matr 10 218 21 218 218 98 Kasubba
2| 8] 1 | Surat Menyurat Materai 2i g 1.195.000 2.398.000 8 2.358.000 2.398.000 2,358,000 1 10.791.000 g Umpeg
G| 0| G | Penyediaanlasa Jumiah bula 12 12 12 12 12 &0 Kasubba
2| 8| 2 | Komunikasl, Sumber Jasa n 152.859.43 152.859.43 152.858.432 152.859.43 152.859.432 764.297.160 g Umpeg
Daya Alr dan Listrik Pemnbayara 2 2 2
n rekening
Qi 0| O | Penyediaanlasa Tersediany bula 12 12 11 12 12 60 Kasubba
2] 8] 4 | Peiayanan Umym afasa n 542.732.48 759.439.16 759.435.160 759.439.16 759.439,160 3.980.489.128 | g Umpeg
Kantor Pelayanan 8 0 ]
Urnum
Kantor
9! Q Pemeiiharaan Barang Parsantasa Parsa 10 100 10 160% 100 10
2] 9 Millk Daarah Penunjang | Pameliharaa n 0% | 480.721.86 | % | 49587186 | 0% | 495.871.R60 495.871.86 | % | 495.871.860 | 0% | 2.464.209.300
Urusan Pemarintahen N Barang 0 o o
Daatah Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemarintahs
n Daerah
0| 0| 0 § PenyediaanJasa Jumiah Unit 25 25 25 25 25 12 Kasubba
2| 9| 1 | Pemeliharaan, Biays Kendaraan 180.700.00 180,700.00 180,700,000 180.700.00 180.700.000 | 5 | 903.500.000 g Umpeg
Pameliharaan, dan Pajak yang 0 o 0
Kendaraan Percrangan dipelihara
Oinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
03 01 0 | Pemenharaan Peraiatan Jumlah Unit 20 30 30 30 30 14 Kasubba
2| 9| & | “enMesinLainnys PEP"'E':*‘:'“ 14.850.000 306.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000000 | 0 | 134.850.000 g Umpeg
n Peralatan
dan Mesin
Lainnya
0| 0] 1 | Pemaliharaan/Rehabilita | Jumizh M2 11 110 i1 1160 110 55 Kasubba
2| 9| 1 | siSaranadanPraserana | Pemaliharas | (Kete 12 | 285.171.86 o 285.171.86 | 00 | 285.171.860 285.171.86 0 | 285171860 | 12 { 1425855300 | gUmpeg
Pendukung Gedung N Sarena dan rsiah 0 0 0
Kantor atau Bangumn Prasaranas an,
Lainnya Gedung Parba
Kantar atau lkal
Bangunan Ruan
Lainnya gan,
Peng
ecata
n
. 17.206.092. 17.501.092. 17.926.052.3 18.036.092 18.151.090. £9.320.450.00
Total Pendanaan Indikatlf 392 392 P 392 432 0
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BAB ViI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan utnuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati pada
akhir masa jabatan.

Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indicator outcome
Program setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang dinginkan pada akhir periode Renstra.

Suatu indikator kinerja Dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian Program (Outcome)
terhadap tingkat capaian indicator kinerja Dinas yang mengacu pada sasaran
yang hendak dicapai.

Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan turunan
dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disajikan pada
Tabel T-C.28.

Tabel VII.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
No e | pada : pada
periode periode
RPJMD RPJMD
I INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:
Indikator Tujuan:
Persentase Koperasi yang meningkat 447% 7,00% 10,00% 13,00% 16,00% | 19,00% 19,00%
Kualitasnya
Persentase usaha mikro yang menjadi 11,54% 11,89% | 12,24% 12,59% 12,94% | 13,28% 13,28%
wirausaha
Indikator Sasaran (IKU perangkat
daerah):
Persentase Koperasi yang Aktif 82,00% B2,00% | 82,00% 82,00% 82,00% | 82,00% 82,00%
Persentase Pertumbuhan wirausaha 0,23% 0,35% 0,44% 0,46% 0,94% 1,01% 3,20%
baru
Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP 67.76 68,00 70,00 73,00 77,00 80,00 80,00
| UKM
Il | INDIKATOR PROGRAM: |
L —=
Persentase Kepatuhan Koperasi n.a 15,56% | 19,46% 21,40% 23,35% ! 27,24% 27,24%
i Melaksanakan RAT |
1




Persentase Koperasi KSP/USP n.a 3,70% 7,41% 11,11% 14,81% | 18,52% 18,52%
berkatagori Sehat dan Cukup Sehat

Persentase Pengurus dan Pengawas n.a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

yang memiliki sertifikat pelatihan

Perkoperasian

Persentase Koperasi yang memiliki ijin 38,52% 45,93% | 53,33% 60,74% B68,15% | 75,56% 75,56%
usaha simpan pinjam

Persentase meningkatnya Aset nfa 0,97% 1,95% 2,92% 3,89% 4,86% 4,86%

Koperasi

Persentase meningkatnya Volume nfa 0,97% 1,95% 2,92% 3,89% 4,86% 4,86%

Uszha Koperasi

Persentase UMKM yang telah nfa 1,81% 1,B% 1,8% 1,5% 1,8% B,91%
difasilitasl

Pertumbuhan Omset UMKM n.a 0,28% 0,57% 0,85% 1,14% 1,42% 1,42%
Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP 67.76 68 70 73 77 &0 BO
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BAB ViII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan penjabaran RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : B-355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 13 Maret 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026,

Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh
aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi
pelaksanaan Urusan Koperasidan Usaha Kecil Menengah di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menegah Kabupaten kutai Kartanegara periode 2021-2026 menjadi acuan
kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di
lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis ini juga merupakan rujukan bagi Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Gerakan Koperasi termasuk
Dekopin untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan pembinaan, baik
Koperasi maupun UMKM.

Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga
diperlukan untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diseluruh wilayah
kabupaten Kutai Kartanegara.

Dan akhirnya kami sampaikan terimakasih dukungan dari semua pihak
atas tersusunnya Renstra Perubahan ini dan apabila ada kekeliruan dikemudian
hari akan dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang Eeriaku;
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